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Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 
memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum 
sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan 
penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan 
kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika dikemudian hari penyuluhan 
hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh para 
pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis dalam penelitian ini 
ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum 
oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang 
merugikan para pihak. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 
perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa bentuk penyuluhan hukum oleh 
Notaris kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta autentik 
adalah dalam bentuk pemberian pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang 
akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para 
pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 
berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak 
meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan 
asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya. Tanggung 
gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihak adalah berupa 
pemberian ganti rugi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat Notaris atas 
dasar perbuatan melawan hukum dengan terlebih dahulu harus dapat 
membuktikan adanya derita kerugian, adanya pelanggaran atau kelalaian dari 
Notaris yang menyebabkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. 
Saran pada penelitian ini yang pertama kepada pembuat undang-undang 
agar perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN khususnya untuk memperjelas 
dan mempertegas kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum 
sehubungan dengan pembuatan akta agar tidak terjadi multitafsir dan mampu 
memberikan kepastian hukum. Kemudian saran yang kedua kepada Notaris 
diharapkan dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional dan memiliki 
pengetahuan serta keilmuan yang mumpuni di bidang hukum, khususnya 
pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia 
sehingga mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat bagi para pihak yang 
akan membuat akta dan tidak terjadi kerugian bagi para pihak dari adanya 
penyuluhan hukum tersebut. 
 















Article 15 section 2e Legal Constitution of Notary Public Profession 
(UUJN) provides authority for notary public to conduct legal counseling in 
related to publishing deed. In other words, notary public has authority to provide 
legal counseling about notarial deed. Concerning this authority, issue that might 
be occurred in the future is when the counseling given by notary public is 
regarded as breaching and the notarial deed is canceled by the court. The present 
study aims to examine and elaborate further about counseling material conducted 
by notary public coupled with accountability of notary public in related to legal 
protection of aggrieved parties in related to the legal counseling conducted by 
notary public. 
The results of this thesis research are that the form of legal counseling by 
Notaries to interested parties in making authentic deeds is in the form of 
providing legal understanding regarding legal actions that will be included in the 
Deed. The Notary provides an understanding to the parties regarding the 
provisions in the Law and Regulations relating to legal actions that will be 
carried out by the parties, including an explanation of what is permissible in 
applying the principle of freedom of contract and what is the limit. Notary's 
liability for legal counsel that harmed the parties was in the form of 
compensation. Those who feel aggrieved can sue the Notary on the basis of 
unlawful conduct by first having to be able to prove the suffering of loss, the 
violation or negligence of the Notary who caused the loss and the error that can 
be accounted to the Notary concerned. 
Suggestions in this study are first to the legislators so that changes need to 
be made to the UUJN in particular to clarify and affirm the authority of the 
Notary in providing legal counsel in connection with the making of a deed so that 
there are no multiple interpretations and are able to provide legal certainty. Then 
the second suggestion to Notary is expected to be able to carry out professional 
duties and have knowledge and knowledge that are qualified in the field of law, 
especially understanding of the Laws and Regulations that apply in Indonesia so 
that they are able to provide appropriate legal counseling for the parties who will 
make the deed and there is no loss for the parties from the legal counseling. 
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1) Bentuk Penyuluhan Hukum Oleh Notaris kepada para pihak yang berke- 
pentingan dalam pembuatan akta autentik adalah dalam bentuk pemberian 
pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke 
dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak terkait 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 
berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para 
pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam 
menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi 
batasannya. 
2) Pihak yang merasa dirugikan atas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh 
Notaris dapat menggugat Notaris atas dasar perbuatan melawan hukum 
dengan terlebih dahulu harus dapat membuktikan adanya derita kerugian 
akibat adanya pelanggaran atau kelalaian dari Notaris yang menyebabkan 
kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
Notaris yang bersangkutan. Apabila telah dibuktikan di muka pengadilan 
bahwa antara kerugian yang diderita oleh para penghadap memiliki 
hubungan kauasalitas dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh 
Notaris maka Notaris dapat dimintakan tanggung gugat berupa membayar 












1) Perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN khususnya untuk memperjelas 
dan mempertegas kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan 
hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar tidak terjadi multitafsir 
dan mampu memberikan kepastian hukum. 
2) Notaris diharapkan dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional  
dan memiliki pengetahuan serta keilmuan yang mumpuni di bidang 
hukum, khususnya pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku di Indonesia sehingga mampu memberikan penyuluhan 
hukum yang tepat bagi para pihak yang akan membuat akta dan tidak 
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